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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai 

dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama 

Tulungagung, antara lain : 

a) Suami sering keluar malam 

b) Istri atau suami tidak kerasan di rumah mertua. 

c) Istri atau suami selingkuh. 

d) isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami 

e) Dan alasan-alasan lain yang tidak tercantum dalam undang-undang. 

Kemudian yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah : 

- Suami sering keluar malam 

- Istri atau suami selingkuh. 

- isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami 

2. Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian 

dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu diarahkan 

ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan 

yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan 

Pasal19 PP No.9 tahun 1975). Alasan perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan 
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tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu 

perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya 

rumah tangga. Untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian harus dapat 

dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah 

menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. 

Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau 

orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun 

pemohon dan termohon. Dari pemeriksaaan saksi-saksi tersebut akan 

diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut 

terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan 

keputusan. 

 

B. SARAN 

1. Masalah apapun dalam rumah tangga hendaknya ini dapat diselesaikan 

dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan 

tersebut. 

2. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang 

hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan 

perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang komplek 

sehingga tidak hanya alasan yang tecantum dalam undang-undang saja 

yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Banyak alasan-alasan lain 

yang kalau diarahkan ke alasan perceraian yang termuat dalam undang-

undang tidak pas dan kurang sesuai dan selama ini Hakim Pengadilan 
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Agama khususnya Hakim Pengadilan Agama Tulungagung selalu 

mengarahkan alasan perceraian di luar undang-undang ke dalam alasan 

yang termuat dalam undang-undang.  

3. Hakim-hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, banding 

maupun kasasi serta pakar hukum islam dari berbagai kalangan hendaknya 

menggalakkan lebih lanjut tentang hukum acara islam sehingga umat 

Islam di Indonesia mempunyai hukum acara Islam yang telah 

terkodifikasi. 
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